GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 65 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR
41 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI BANTEN,

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian

kinerja  Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi
Banten, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa
ketentuan dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 41
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja dan Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Banten Nomor 41 Tahun 2019 Tentang
Penilaian Kinerja dan Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Nageri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Banten Nomor 66);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di



Menetapkan

Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah
Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 19);

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor 83) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2020 Nomor 59);

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten
Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas
Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 41 TAHUN
2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA DAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
BANTEN.



Pasal I

Ketentuan Pasal 26 Peraturan Gubernur Banten Nomor 41

Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja dan Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah

Provinsi BantenTahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten

Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja dan

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil

Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita

Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 27), diubah

sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Bagi ASN yang mendapat hukuman disiplin yang
didasarkan pada Surat Keputusan penjatuhan hukuman
disiplin dikenakan pengurangan TPP-ASN pada bulan
berikutnya dengan ketentuan:

a. Hukuman disiplin tingkat sedang dikenakan
pengurangan TPP-ASN sebesar 50% (lima puluh per
seratus) perbulan berlaku selama 2 (dua) bulan; dan

b. Hukuman disiplin tingkat berat, tetapi yang
bersangkutan masih melaksanakan tugas,
dikenakan pengurangan TPP-ASN sebesar 50% (lima
puluh per seratus) per bulan berlaku selama 3 (tiga)
bulan.

(2) Bagi ASN yang belum mengisi LHKPN sampai dengan 31
maret tahun berjalan, pembayaran TPP-ASN ditunda
sampai dengan dilaksanakannya kewajiban dimaksud.

(3) Bagi ASN yang belum menyelesaikan tuntutan ganti
kerugian daerah sesuai jangka waktu yang telah
ditetapkan oleh majelis penyelesaian kerugian daerah,
maka dikenakan pengurangan TPP-ASN sebesar 10%
(sepuluh per seratus) pada bulan berikutnya sampai
dengan tuntutan ganti kerugian daerah terselesaikan.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Desember 2020

GUBERNUR BANTEN,
TTD
WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSIBANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010




